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PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 58 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN
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KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2015
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I

BUPATI KUNINGAN

bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 6 Peraturan
Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015 telah ditetapkan Peraturan Bupati Kuningan
Nomor 51 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2015;

bahwa dalam  perkembangannya  setelah  penjabaran
Perubahan APBD Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2015
ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Kuningan mendapat
penambahan Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Barat
yang dialokasikan untuk Pembangunan di Kabupaten
Kuningan, sehingga Peraturan Bupati dimaksud perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud hurup a dan b,
untuk menjamin kepastian hukum dipandang perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Kuningan Nomor 51 Tahun 2015 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2015.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
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tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat
Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara RI Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
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tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah {Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 4416), sebagaimana telah beberapakali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340)

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575),

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
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Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Penyusunan dan penerapan Standar pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593); '

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Masyarakat {(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 195, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5351);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat daerah
tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2010 NO. 22, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia No. 5107);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan
Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemeerintah di wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
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Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan
Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4209);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161});

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539)

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nom or 168, Tam bahan Lem baran Nega ra Republik Indonesra
Nomor 5558

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun
2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5655);

Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri
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Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik IndonesiaTahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja
Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi
Intensif dan Dana Operasional,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman = Pengelolaan  Investasi  Pemerintah
Daerah(Berita Negara RI Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun
2014 Nomor 32);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan

Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomorl744);
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Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2015 Nomor 9 Seri A);

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 93 Tahun 2015
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 93 Seri A);

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2007
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah
Kabupaten Kuningan Nomor 58 Tahun 2007);

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2008
tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Kuningan pada
PT. Bank Jabar-Banten (Lembaran Daerah Kabupaten
Kuningan Tahun 2008 Nomor 69 seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2008
tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Kuningan pada
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan dan
Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 70 seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2008
tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha
Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan
Tahun 2010 Nomor 117 seri E) sebagaimana telah diubah
dengan Perda Nomor 18 Tahun 2013 (lembaran Daerah
Kabupaten Kuningan No. 18 Seri E};

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 18 Tahun 2008
tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Kuningan
kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan
(Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor
84 Seri E) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2014 (Lembaran
Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2010 Nomor 4 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2010
tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2010 Nomor 117 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 24 Tahun
2010 tentang Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten
Kuningan Tahun 2010 Nomor 129 Seri E});

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 25 Tahun
2010 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan
Daerah Aneka Usaha Dharma Putra Kertaraharja Kabupaten
Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun
2010 Nomor 130 Seri E) Sebagaimana telah diubah dengan
Perda Nomor 27 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013
Noemeor 27 Seri A);
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Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 29 Tahun 2013
tentang  Pokok-pokok  Pengelolaan Keuangan  Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor
29 seri A);

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 16 Tahun
2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2015;

Peraturan Bupati Kuningan Nomor 46 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Tekhnis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015.

Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2015 tentangKetentuan
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kuningan;

Peraturan Bupati Kuningan Nomor 51 Tahun 2015 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2015;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPA TI KUNINGAN NOMOR 51 TA HUN 2015 TENTANG PENJABARA N
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kuningan Nomor 51 Tahun 2015
Penjabaran Perubahan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Nomor 52 Tahun 2015), diubah
sehingga berbunyi sebagaimana berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan
Tahun Anggaran 2015 semula sebesar Rp.2.126.359.715.351,00
bertambah Rp.455.932.764.351,00 men jadi sebesar
Rp.2.582.292.479.702,00 terdiri dari:

1. Pendapatan
a. Semula Rp. 2.051.894.954.139,00

b. bertambah Rp. 275.162.162 376,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp.2.427.057.116.515,00

2. Belanja Daerah

a. Semula Ep. 2.120.759.715.351,00
b. bertambah Rp. 449.932.764.351,00
= Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp.2.570.692.479.702,00

Defisit setelah perubahan Rp. (143.635.363.187,00)

3. Pembiayaan Daerah:
a. Penerimaan

1)  Semula Rp. 74.464.761.212,00
2) bertambah Rp. 80.770.601.975,00
Jumlah penerimaan
setelah Perubahan Rp. 155.235.363.187.00
b. Pengeluaran
1) Semula Rp 5.600.000.000,00

2) Dbertambah /(berkurang)Rp 6.000.000.000,00
Jumlah pengeluaran
setelah Perubahan Rp. 11.600.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan Rp.143.635.363.187,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp. -
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2. Ketentuan dalam Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana

dinyatakan dalam lampiran 1 Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan dalam Lampiran II untuk Organisasi Dinas Kesehatan,
RSUD Linggarjati, Dinas Bina Marga, Dinas Tata Ruang dan Cipta
Karya, BPLHD, Bappeda, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan,
Badan Kesbang dan Politik, Dinas Pendapatan Daerah, Sekretariat
KORPRI, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
(BKP3), Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kehutanan dan

Perkebunan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pasal II

(1) Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ini
dituangkan lebih lanjut dalam Perubahan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(2) Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan-Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
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Diundangkan di Kuningan

: Kuningan
: 29 Oktober 2015

pada tanggal :30 Oktober 2015
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